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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kekuatan hukum fidusia tidak terdaftar sebagai penyelesaian kredit macet di 

Bank Perkreditan Rakyat Pariangan adalah sesuai dengan asas kebebasan 

berkontrak (pacta sunt servanda) bahwa perjanjian penyerahan hak milik 

dengan kepercayaan mempunyai kekuatan seperti undang-undang bagi 

para pihak, akan tetapi kekuatan pembuktiannya berlaku layaknya akta 

dibawah tangan tidak seperti kekuatan pembuktian akta notariil yang 

sempurna. Pelaksanaan penjualan jaminan sebagai penyelesaian kredit 

macet berdasarkan surat kuasa menjual didasarkan atas Surat Perjanjian 

Penyerahan Hak Milik Dengan Kepercayaan (fiduciere eigendom 

overdracht) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga kreditur 

akan kesulitan akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. 

2. Surat kuasa menjual sebagai salah satu cara penyelesaian kredit macet 

diterapkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Pariangan dalam prakteknya 

tidak sesuai ketentuan pembebanan jaminan fidusia yang sebagaimana 

diatur oleh Undang-Undang Fidusia. Pengikatan untuk benda bergerak 

seharusnya dibuat dengan akta notaril menggunakan bahasa Indonesia 

serta didaftarkan ke lembaga fidusia sehingga kreditur mempunyai 

kepastian hukum sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh undang-

undang. Kuasa menjual sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kredit 

macet tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan dilarang 
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penggunaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2584. 

B. Saran-saran 

1. Apabila kreditur ini melakukan eksekusi jaminan yang telah terlanjur diikat 

dengan surat kuasa menjual maka agar terhindar dari tuntutan hukum 

sebaiknya kreditur menyuruh debitur membuat surat pernyataan sukarela 

yang diikuit dengan surat kuasa menjual pada saat kredit dinyatakan 

macet, bukan pada saat penandatanganan akad kredit. 

2. Sebaiknya kreditur melakukan pengikatan agunan terhadap benda bergerak 

milik debitur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

 

 


